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								    				    Purwokerto, 20 Oktober 2009 Perihal: Surat Gugatan



Kepada Yth. Ketua PTUN Semarang Di Semarang



Dengan Hormat; Bahwa Bahwa saya, saya, nama : Dra. Dra. Astuti Astuti,, Kewarg Kewarganeg anegaraa araan: n: Indones Indonesia, ia, Alamat Alamat:: Jalan Jalan Susirman No. 35 Purwokerto, pekerjaan: Wiraswasta. Dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/S.K.K. TUN/2009 tertanggal 15 Oktober  2009 memberi kuasa kepada:  Nama



: Muhammad Muhammad Insani, Insani, S.H. S.H.



Pekerjaan : Advokat dan Penasehat Hukum. Alamat



: Kantor Advokat & Penasehat Penasehat Hukum “Penegak hukum”, Jln Jenderal Jenderal Ahmad Yani Nomor 65 Purwokerto.



Selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap:  Nama Jabatan Jabatan



: Bupati Bupati Kabupaten Kabupaten Banyumas Banyumas



Tempat kedudukan



: Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Purwokerto



Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT. Adapun yang menjadi objek gugatan yaitu: Surat Keputusan Bupati Banyumas  Nomor : 888/II/2006 888/II/2006 tanggal 6 September September 2009 tentang Penjatuhan Penjatuhan Hukuman disiplin disiplin  berupa Pemberhentian Pemberhentian dengan Hormat Hormat Tidak Atas Permintaan Permintaan Sendiri, Sendiri, atas nama Dra. Astuti, NIP 132143616;



 Adapun Duduk Perkara dalam Gugatan ini yaitu sebagai berikut : .1



Bahwa Penggugat adalah sebagai guru di SMP Negeri 20 Purwokerto dan



diberhentikan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor : 888/II/2006 tanggal 6 September 2009, tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dengan alasan : terbukti telah melakukan nikah siri dengan sodara dr.Wahyudi dan sering tidak masuk kerja dengan alasan yang tidak  sah sejak bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 ; .2



Bahwa tuduhan nikah siri ini yang ditujukan pada diri Penggugat adalah



tidak benar karena Pengadilan Negeri Purwokerto telah memutuskan pada tanggal 9 Januari 2009 bahwa Penggugat dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pernikahan. .3



Bahwa alasan Penggugat tidak masuk kerja adalah tidak benar karena pada



kenyataanya berdasar daftar hadir pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009 penggugat hadir masuk kerja dan dikuatkan dengan Surat Kepala SMPN 20 Purwokerto tertanggal 15 Agustus 2009 yang menyatakan bahwa Penggugat masih aktif mengajar pada SMP Negeri 20 sampai bulan Agustus 2009, dan apabila sakit, Penggugat selalu menggunakan surat ijin atau surat dokter ; .4



Bahwa pada tanggal 26 Juli 2009, Penggugat telah diperiksa oleh tim



Bawasda Kabupaten Sukoharjo, dan menandatangani Berita acara pemeriksaan  Nomor : 780/125/RT/2006 dimana pada surat pemeriksaan Penggugat justru menyatakan tidak menikah siri dibuktikan dengan surat pernyataan dari beberapa orang saksi. Jadi bukan melakukan pernikahan siri untuk mengikrarkan diri sebagai suami istri ; .5



Bahwa setelah menerima surat keputusan (obyek sengketa) tanggal 19



September 2009, pada saat itu juga Penggugat mengajukan keberatan kepada BAPEK 



 Jakarta melalui faximile, surat tercatat dan datang langsung ke kantor BAPEK di Jakarta, .6



Bahwa kemudian pada tanggal 3 Oktober 2006, Penggugat mengajukan



surat kepada BKD Kabupaten Sukoharjo tentang permohonan hak-hak penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam surat edaran BAKN Nomor : K.99-6/V.5-55 tanggal 30 Agustus 1988 tentang pembayaran gaji dan seterusnya. .7



Bahwa atas surat pengugat tersebut oleh BKD Kabupaten Sukoharjo



dijawab secara lisan sebagai berikut : 7.1. Sekarang sudah otonomi daerah sehingga Bupati mempunyai kekuasaan dan kewenang di wilayahnya termasuk mengatur PNS di daerahnya sehingga BAPEK  hanya berlaku untuk pegawai pusat, bukan daerah ; 7.2. Surat edaran kepala BAKN Nomor : K.99-6/V.5-55 Agustus 1988 dinyatakan cacat hukum karena nomor karikaturnya belum ganti dan dikeluarkan sudah lama sekali, sehingga PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dalam hal ini penggugat sudah tidak diijinkan untuk bekerja melaksanakan tugas mengajar dan menerima hak berupa gaji sebagai mana tertulis dalam surat edaran tersebut; .8



Berdasarkan jawaban tersebut, Penggugat menulis surat ke BAPEK untuk 



meminta penjelasan apakah benar Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : K.99-6/V.5-55 tanggal 30 Agustus 1988 dan kalau memang benar masih berlaku mohon bantuan BAPEK agar penggugat masih bisa bekerja sampai ada putusan dari BAPEK; .9



Bahwa atas surat Penggugat tersebut BKD memberikan jawaban yang



disampaikan kepada Kepala SMP Negeri 7 Sukoharjo yang kemudian kepada Penggugat yang intinya :



 - Bahwa untuk mengamankan Keputusan Bupati (Tergugat) dimana sesuai sistim otonomi daerah yang berlaku, Bupati (Tergugat) sebagai penguasa tunggal yang mempunyai



kewenangan



untuk



mengatur



daerahnya



termasuk



masalah



kepegawaian dan Kepala SMP Negeri 7 Sukoharjo diminta menindaklanjuti  perintah tergugat tersebut dengan membuat : 1)



Surat pemberhentian sebagai pengajar Nomor :



800/1682006, tanggal 3 Oktober 2006; 2)



Surat



keterangan



pemberhentian



pembayaran



 Nomor : 900/167/2006, tanggal 3 Oktober 2006 ; Kedua surat tersebut disampaikan langsung oleh Kepala SMP Negri 7 Sukoharjo ketika penggugat hendak mengajar pada tanggal 4 Oktober 2006, dan meminta kepada Penggugat untuk tidak bekerja mulai tanggal 5 Oktober 2006 ; .10



Bahwa jika melihat antara surat Keputusan Bupatu Sukoharjo Nomor :



88/II/2006 tanggal 6 Oktiber 2006, tentang Penjatuhan hukuman disiplin berupa Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri (objek sengketa) dengan  jawaban dari BKD dan tindakan Kepala SMP negeri 7 Sukoharjo, sangat bertentangan dan tumpang tindih, dan cenderung ada unsur sewenang-wenang dan salah menafsir   bunyi dari surat keputusan obyek sengketa dari bawahan Tergugat ; .11



Bila kita mencermati Surat Keputusan (obyek sengketa) dalam dictum



“MEMUTUSKAN”, angka “KEDUA” sangat jelas, bahwa hak-hak kepegawaian dari Penggugat tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada angka “KETIGA” disebutkan : “Apabila tiudak ada keberatan, …dst,



 ….mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai ….. dan seterusnya …. Yang  bersangkutan menerima keputusan ini” ; .12



Bahwa jika melihat diktum pada posita 10 tersebut di atas, maka surat



keputusan tersebut mulai berlaku 15 hari setelah penggugat menerima dan itu bila tidak  ada keberatan, akan tetapi dalam hal ini penggugat telah mengajukan keberatan pada BAPEK dan belum ada keputusan tetapi Kepala SMP Negeri 7 Sukoharjo sudah mengeluarkan : - Surat pemberhentian sebagai pengajar nomor : 800/168/2006 tanggal 3 Oktober  2006 ; - Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran Nomor : 900/167/2006, tanggal 3 Oktober 2006 ; Sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 bagian ke empat tentang berlakunya keputusan hukuman disiplin pada  pasal 22 ayat (2) huruf b yang isinya : - Apabila ada keberatan, mulai berlaku sejak tanggal keputusan atau keberatan itu, kecuali jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf b Seraya tidak memperhatikan Surat Edaran Kepala BAKN Nomior : K.99-6/V.55-5 tanggal 30 Agustus 1988 yang dikuatkan dengan surat dari BAPEK yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo tertanggal 4 Januari 2007 yang isinya : - Bahwa pengajuan gugatan masih dalam batas waktu sebagaimana disebut dalam  pasal 15 ayat (2) PP No. 30 Tahun 1980. oleh sebab itu harus ditanggapi dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya ;



 - Menyatakan bahwa surat BAKN Nomor : K.99-6/V.55-5 tanggal 30 Agustus 1988 sampai saat ini masih berlaku dan tidak cacat hukum yaitu bahwa yang  bersangkutan masih berkedudukan sebagai PNS ; - Untuk pertimbangan tertentu yang bersangkutan dapat ditempatkan sebagai tenaga administrasi ; Surat tersebut dibuat oleh BAPEK sebagai badan yang dibentuk Presiden Nomor : 67 Tahun 1980 yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung Kepada Presiden yang mempunyai tugas : - Memeriksa dan mengambil keputusan atas keberatan atas hukuman disiplin yang diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina Golongan IV/a kebawah, tentang hukuman disiplin yang dijatuhkan berdasar PP No. 30 Tahun 1980 sepanjang mengenai hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas  permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS; Ternyata BAPEK, di wilayah Kabupaten Sukoharjo tidak dipandang dengan sebelah matapun, karena dari hasil pertemuan dengan Kepala SMP Negeri 7 Sukoharjo yang meminta penggugat datang pada tanggal 30 Januari 2007, Penggugat diminta : - Menerima Keputusan Bupati Nomor : 888/II/2006 tanggal 6 September 2006 dan meminta menghentikan tuntutan dan serta gugatan penggugat untuk kebaikan semua pihak dan menyarankan penggugat mencari pekerjaan lain. - Dasar itu diambil karena pada hari rapat I yang beliau hadiri karena keputusan Bupati itu di otonomi Daerah sulit diganggu gugat meski oleh Presiden sekalipun  jadi ibarat nitihiki tembok yang kokoh yang tidak akan pernah roboh ;



 Dari pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo juga memberi  jawaban bahwa tidak berani mengambil keputusan karena semua keputusan di tangan Bupati dan beliau hanya melaksanakan dan Bupati menghendaki itu. .13



Bahwa terbitnya Surat Keputusan (obyek sengketa) tidak memperhatikan



 perundang-undangan yang berlaku dan cenderung sewenang-wenang dengan dasar  otonomi daerah. Tergugat dengan kekuasaan dan kewenangannya yang penuh dapat  bertindak sewenang-wenang tanpa memperhatikan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 tentang Perturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada bagian kedua yang mengatur  tentang Tingkat dan jenis hukuman Disiplin pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4) ; Tergugat juga tidak memahami tujuan hukuman disiplin pegawai Negeri Sipil yaitu : - Untuk memperbaiki dan mendidik PNS yang bersengketa sehingga wajib memeriksa dengan seksama PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman ; .14



Bahwa dalam tata cara penjatuhan hukuman disiplin terlihat ketidakadilan



dan kesewenang-wenangan dimana pada saat itu Bupati (Tergugat) langsung menelpon Kepala SMP Negeri 7 Sukoharjo untuk mengusulkan pemecatan Penggugat dengan dasar laporan DWI WULANDARI (mantan istri dr. WAHYUDI) yang menyatakan  penggugat telah menikah siri dengan dr. WAHYUDI, Penggugat hamil 6 bulan dengan dr. WAHYUDI dan penggugat tidak masuk kerja 6 bulan berturut-turut. Bahwa Penggugat kemudian meminta kepada Tergugat untuk diperiksa dan dikabulkan, tetapi Tergugat memerintahkan untuk dipecat. Dan belakangan penggugat mengetahui dari Kepala SMP Negeri 7 Sukoharjo yang juga diberhentikan dari jabatanya Kepala Sekolah, bahwa ayah DWI WULANDARI yaitu SLAMET meminta agar melakukan



  pengusulan pemecatan Penggugat, kalau Tergugat tidak menyanggupi maka taruhannya adalah jabatannya dan SLAMET menyatakan kalau Tergugat adalah sahabat baiknya, sehingga dapat meminta langsung kepada Bupati (Tergugat). Melihat hal ini jelas  bertentangan dengan PP No.30 Tahun 1980 bagian ke empat tentang Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin yaitu : Pasal 9 ayat (1) dan (2). Dan dijelaskan lebih jelas dalam penjelasan PP No. 30 tahun 1980  pada pasal 9 ayat (1); .15



Bahwa dengan melihat hal-hal tersebut di atas jelas bahwa tindakan



Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan (obtek sengketa) bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan azas-asaz umum pemerintahan yang baik dimana perbuatan tergugat tidsak sesuai dengan pasal 53 ayat (1) dan (2) huruf a dan b UU No. 5 tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; .16



Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Bupati Nomor : 888/11/2006, tangga



l6 September 2006 Penggugat tidak menerima gaji dan hak-hak kepegawaian oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi kepada pihak Tergugat untuk menggati rugi sebesar Rp. 5.000.000,-; .17



Bahwa di samping itu Penggugat juga telah melanggar Azas-azas Umum



Pemerintahan yang baik khususnya “azas kepastian hukum dan azas keterbukaan”. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berkenan memberikan putusanm sebagai berikut : .1



Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya :



 .2



Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat



(Bupati Sukoharjo) Nomor : 888/II/2006 tanggal 6 September 2006, tentang Penyjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, atas nama Dra. LILIS DWIKORAWATI, NIP . 132.143.616 ; .3



Memerintahkan Tergugat (Bupati Sukoharjo) mencabut



Surat Keputusan Nomor : 888/II/2006 tanggal 6 September 2006, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, atas nama Dra. LILIS DWIKORAWATI, NIP . 132.143.616 ; .4



Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat serta



mengembalikan hak-hak tergugat seperti semula ; .5



Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat



Keputusan Berupa Pengangkatan kembali penggugat pada jabatan semula : .6



Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi selama



gaji dan hak-hak kepegawaian Penggugat tidak diterima sebesar Rp. 5.000.000,-: .7 ini.



Membebankan Tergugat biaya yang timbul dalam perkara
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